SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTALI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah juncto Pasal 2 dan BAB VI huruf D
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu di atur regulasi tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor
66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4937);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5322);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun
2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
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Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017
Nomor 2);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (APBD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

>

Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
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(4)

(5)

(6)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah
Tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dalam
rangka penyusunan APBD yang anggota terdiri dari Pejabat Perencana
Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan teknis lainnya.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang di
pimpinnya.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat
dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD terlebih dahulu.
Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi

Anggaran.



(7) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKD.

(8) Pada

kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui

ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan

prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

(9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari kondisi

mendesak dan kondisi darurat.

(10) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (9) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja Daerah yang

bersifat wajib;

b.1

b.2

Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan

setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan:

b.1.1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

b.1.2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet

Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan

dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh

tempo, dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan.

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

(11) Kondisi Darurat sebagaimana dimaksud ayat (9), meliputi:

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan public.

(12) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan
APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(13) pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

(14) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD.

(15) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

(1) OPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

(2) Atas usulan tersebut:

a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah APBD yang
diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah
tentang APBD;

b. Sekretaris Daerah/PPKD /Pengguna Anggaran memberikan persetujuan
jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah APBD.

(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan
DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan
DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh
PPKD.

BAB IV
HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga
terkait dengan:
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b. akibat pemberian kesepakatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau



c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht), harus dianggarkan kembali pada akun berjalan sesuai
dengan kode rekening berkenaan.

(2) Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
berjalan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD, atau setelah perubahan APBD

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Maret 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd
MUHAMMAD UMAR ALi

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 03



